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PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel

yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUEFRI, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA R
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
terget kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 7 Februari 2023
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PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023
1. Peningkatan a. Persentase perkara yang diselesaikan
penyelesaian tepat waktu :
perkara - Pidana 100 %
- Perdata 100 %
- Tipikor 100 %

b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum setelah

ditingkat banding

- Pidana 50 %
- Perdata 40 %
- Tipikor 25%

c. Indeks persepsi pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

- Indeks Kepuasan Masyarakat 95 %
- Indeks Persepsi Anti Korupsi 97 %
2. Peningkatan a. Persentase salinan putusan yang
Efektifitas dikirim ke pengadilan pengaju tepat
pengelolaan waktu
penyelesaian - Pidana 100 %
perkara - Perdata 100 %
- Tipikor 100 %
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp. 17.656.080.000,-
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 44.160.000.000,-
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 163.322.000,-
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